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. UMUM

Kebijakan Manajemen Risiko selanjutnya disebut “KMR” adalah kebijakan yang diterapkan oleh

Perseroan dan merupakan panduan dan batasan kerja bagi seluruh personil dan organ Perseroan

berkaitan dengan proses manajemen risiko kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan.

Regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan KMR antara lain:

1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

2. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-
258/BL/2008, tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan
Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

3. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-
548/BL/2010, tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan
Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

4. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-
566/BL/2001, tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /P0OJK.04/2017, tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara
Pedagang Efek.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

II. VISI DAN MISI MANAJEMEN RISIKO

Visi manajemen risiko Perseroan adalah melaksanakan pengendalian risiko yang dimiliki secara
baik dan terukur dengan tanpa mengabaikan kemajuan setiap lini usaha demi terciptanya
Perseroan yang berkinerja baik, memiliki tata kelola yang efektif dan dapat dipercaya oleh seluruh
stakeholder dan nasabah.

Misi manajemen risiko Perseroan adalah mengendalikan setiap unsur risiko yang dimiliki dengan
baik dan terukur dan memastikan bahwa setiap risiko dapat dimitigasi dengan sempurna tanpa
mengesampingkan kemajuan Perseroan secara keseluruhan dengan harapan setiap potensi risiko
yang dimiliki perusahaan berada pada level aman dan terkendali.

III. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Perseroan di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur,
kewenangan penetapan Limit Trading Kepada Nasabah, Saham Marjin, penentuan haircut saham,
penetapan batasan konsentrasi saham, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko oleh Risk
Management Committee.

Risk Management Committee terdiri dari Direksi, Head of Equity Sales Institution, Head of Equity

Sales Retail, Head of Fixed Income, Head of Research and Head of Risk Management.
Perusahaan melakukan penerapan manajemen risiko yang meliputi sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
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3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta
sistem informasi manajamen risiko; dan
4, Pengendalian internal yang menyeluruh.
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IV. TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Tabel 4.1 Tata Kelola dan Pengawasan Manajemen Risiko

STRUKTUR TATA KELOLA & PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO

DEWAN KOMISARIS <

DIREKTUR UTAMA

\ 4

Lini Pertahanan
ke-3

INTERNAL AUDIT

Lini Pertahanan ke-1 Lini Pertahanan ke-2 Risk Assurance Unit:

RISK MANAGEMENT - Pemahaman vyang
COMMITTEE UNIT MANAJEMEN il mengenai
RISIKO

pasar modal, tipe

TVYNY3LSHT LIanv

UNIT BISNIS bisnis, dan
KEPATUHAN manajemen risiko

UNIT PENDUKUNG Fungsi pengawasan
yang independen
dengan

Unit Pengambil Risiko: Unit Pengendalian Risiko: kemampuan

imalisasi enegakan aturan
- Optimalisasi penggunaan - Optimalisasi  kerjasama peneg
dana Perusahaan . Kemampuan untuk
pengawas dan penasihat P

SHTREIED R yang tepercaya bisnis dan risiko
terhadap batasan  dan - Pengawasan yang dengan proses dan
pengelolaan eksposur menyeluruh pada seluruh Teknologi Informasi
risiko tipe risiko yang baik
Pemantauan yang

berkelanjutan terhadap

potensi risiko dan risiko

yang melekat

Berdasarkan tabel 4.1, Perseroan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense, fungsi
pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi, yang dimulai dengan
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oversight yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Risk Management Committee, seluruh unit
bisnis (frontline businesses), dan seluruh unit pendukung (supports) berfungsi sebagai First Line of
Defense yang melaksanakan pertumbuhan usaha dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko
dalam setiap pengambilan keputusan. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan berfungsi sebagai
Second Line of Defense yang mengelola risiko secara independen bersama-sama dengan Divisi
Internal Audit yang mana bertindak sebagai Third Line of Defense yang bertugas melakukan risk
assurance dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Secara rinci tugas dan
tanggung jawab dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1.  Unit Usaha atau Unit Yang Mengajukan Produk Baru adalah divisi atau unit kerja yang
berhubungan langsung dengan eksposur risiko dari divisinya atau produk yang akan
diluncurkan Unit ini bertanggung jawab untuk:

a. Melakukan identifikasi awal risiko yang dihadapi dan berkoordinasi dengan Divisi
Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk melakukan penaksiran potensi risiko;

b. Mengusulkan mitigasi ataupun perlakuan atas risiko yang akan dihadapi dengan
sebelumnya berkoordinasi dan menerima masukan dari Divisi Manajemen Risiko dan
Kepatuhan;

c. Melaksanakan pemantauan secara periodik; dan

d. Melakukan pelaporan atas proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan beserta
hasil dari mitigasi yang diterapkan.

2. Unit Pengendalian Risiko dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi proses manajemen risiko. Tugas dari
Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan berkaitan dengan fungsi dan kegiatan manajemen
risiko adalah:

a. Melaksanakan dan menjalankan fungsi koordinasi kegiatan manajemen risiko secara
menyeluruh;

Melakukan koordinasi dalam implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko;

Melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko;

Melakukan pengusulan kebijakan baru;

Memberikan rekomendasi atas usulan limit risiko;

Melaksanakan pengkinian dokumen Kebijakan Manajemen Risiko agar selalu sesuai

dengan perkembangan dan kondisi Perseroan;

g. Melaksanakan pemantauan, review, dan pengukuran profil risiko Perseroan secara

periodik dan berkesinambungan;

h. Secara aktif memberikan dukungan kepada seluruh unit kerja terkait agar risiko

Perseroan selalu berada dalam profil risiko yang terkendali; dan
i. Memberikan informasi terkini, berkala, dan tepat waktu mengenai kondisi risiko
Perseroan.

me a0 T

3. Risk Assessment Unit dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit yang bertanggung jawab untuk
melakukan evaluasi proses manajemen risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain
sebagai berikut:

a. Melakukan review atas usulan perubahan dan penerapan Kebijakan Manajemen Risiko
yang berlaku termasuk strategi, rencana kerja, pengembangan, dan implementasinya;
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b. Melakukan evaluasi atas proses penerapan Kebijakan Manajemen Risiko di tiap unit
organisasi Perseroan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun
maupun secara insidentil;

c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang perbaikan, penyempurnaan dan
pengembangan konsep, metode, serta perangkat yang digunakan dalam penerapan
Kebijakan Manajemen Risiko ;

d. Memberikan rekomendasi atas permohonan yang berkaitan dengan risiko terkait
transaksi atau aktivitas tertentu/baru yang membutuhkan evaluasi dan rekomendasi
Divisi Internal Audit;

Memberikan rekomendasi atas usulan limit risiko; dan

f. Memberikan opini kepada Direksi terkait dengan keputusan bisnis yang akan

menyimpang dari kebijakan dan prosedur yang sudah ada, apabila diminta.

4. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan proses manajemen risiko dilaksanakan di
seluruh lini organisasi Perseroan dan menetapkan kebijakan manajemen risiko yang
diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan objek pengelolaan risiko;

b. Memberikan persetujuan atas perubahan kebijakan, infrastruktur manajemen risiko,
metode perhitungan/manajemen risiko yang akan diterapkan, penetapan limit risiko dan
penetapan aksi modal untuk menutupi risiko;

c. Melakukan supervisi dan memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai
kebijakan yang berlaku; dan

d. Memastikan pelaksanaan proses kaji ulang dan review periodik atas kebijakan
manajemen risiko, jenis risiko, dan limit risiko.

5. Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas proses manajemen risiko yang
dilaksanakan oleh Direksi dan bertanggung jawab melakukan review secara periodik atas
pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi.

V. PROSES MANAJEMEN RISIKO
V.1 Prinsip Utama Manajemen Risiko Perseroan

Prinsip utama manajemen risiko Perseroan terbagi atas 7 (tujuh) prinsip, meliputi hal berikut:

Risk appetite set at the top;

Framework dan organisasi manajemen risiko yang efektif;

Pendekatan risiko yang integratif;

Unit bisnis bertanggung jawab atas risiko yang diambil;

Risiko-risiko dievaluasi secara periodik dan terukur;

Risk assessment dikaji secara independen;

Business Continuity Plan dibuat dan disimulasikan untuk meyakinkan adanya kemampuan
untuk menghadapi potensi krisis atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

N A W=

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko Perusahaan tersebut, maka proses pengelolaan dan
pelaksanaan manajemen risiko adalah tanggung jawab seluruh karyawan, sehingga kesadaran akan
risiko (risk awareness) telah menjadi budaya Perseroan.
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V.2 Kegiatan Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, kegiatan dalam proses manajemen risiko adalah
sebagai berikut:

Penetapan konteks kebijakan manajemen risiko;

Pengusulan dan persiapan penerapan kebijakan manajemen risiko;
Komunikasi dan konsultasi dalam proses manajemen risiko;
Identifikasi risiko;

Analisis risiko;

Evaluasi risiko;

Butir 4, 5 dan 6 disebut penaksiran terhadap risiko (risk assessment);
Perlakuan dan proses mitigasi risiko;

Pemantauan dan review atas proses manajemen risiko; dan
Pelaporan proses manajemen risiko dan profil risiko.

O XN W
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V.3 Peninjauan Proses Manajemen Risiko Perseroan
Peninjauan terhadap proses manajemen risiko meliputi:

1. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian kerangka manajemen risiko dengan kebutuhan bisnis
perusahaan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik terkait manajemen risiko;

2. Menyusun metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan
menetapkan limit risiko;

3. Membandingkan hasil pengukuran risiko antara simulasi atau proyeksi dengan hasil aktual
berkaitan dengan penerapan kerangka manajemen risiko;

4. Menguji kesesuaian asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran risiko dengan kondisi
yang sebenarnya;

5. Membandingkan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur risiko yang sebenarnya; dan

6. Membandingkan dan menyesuaikan antara pengukuran serta limit risiko dengan kinerja di
masa lalu dan kondisi permodalan Perseroan saat ini.

VI. KEBIJAKAN PENGENDALIAN RISIKO

V1.1 Kebijakan Pengendalian Risiko Kredit

Kebijakan pengelolaan risiko kredit Perseroan didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah harus didasarkan pada prinsip mengenal

nasababh.
2. Setiap fasilitas pembiayaan kepada nasabah harus didasarkan atas kebijakan internal dan
peraturan yang berlaku.
3. Penempatan dana sebagai investasi dalam portofolio Perseroan, seperti yang dilakukan pada
transaksi reverse repo, harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
a. Pembentukan portofolio dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan
didasarkan atas limit yang ditetapkan.
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b. Setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang memiliki kewenangan
menyetujui transaksi.
4. Dalam transaksi underwritting, perusahaan harus dapat meyakini bahwa komitmen pesanan
yang diterima merupakan komitmen pesanan yang berasal dari nasabah yang memiliki track
record yang baik serta memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmennya itu.

VI.2 Kebijakan Pengendalian Risiko Pasar

Kebijakan pengendalian risiko pasar Perseroan didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Perseroan hanya akan mengambil risiko pasar yang sudah dipahami dan mudah dikelola.

2. Risiko pasar yang memiliki pengaruh secara signifikan dan menyeluruh terhadap proses bisnis
dan operasional Perseroan tidak akan diambil.

3. Optimalisasi return terhadap risiko pasar yang telah diambil.

4. Risiko pasar berhubungan langsung dengan risiko kredit, Divisi Manajemen Risiko harus
mengambil tidakan secara cepat dan tepat untuk mengelola rasio hutang nasabah dan
menghindari kerugian yang dihasilkan dari pergerakan volatilitas harga efek.

V1.3 Kebijakan Pengendalian Risiko Likuiditas

Kebijakan pengendalian risiko likuiditas Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Likuiditas jangka pendek dipantau dan dikendalikan oleh Divisi Finance dan Accounting dengan

mengacu pada proyeksi arus kas jangka pendek.

2. Perseroan harus memastikan bahwa nilai MKBD berada dalam level yang mencukupi dan sesuai
dengan nilai yang dipersyaratkan baik oleh kebutuhan Perseroan maupun oleh Peraturan yang
berlaku.

3. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memantau dan menetapkan strategi
pengendalian likuiditas jangka panjang Perseroan.

V1.4 Kebijakan Pengendalian Risiko Operasional

Kebijakan pengendalian risiko operasional Perseroan didasarkan atas prinsip sebagai berikut:
Pemisahan fungsi;

Four eye principles;

Rekonsiliasi;

Prosedur Operasional Standar yang memadai;

Pengelolaan Teknologi Informasi secara profesional;

Manajemen Sumber Daya Manusia yang memadai dan handal;

Pencegahan kerugian yang ditimbulkan dari risiko hukum, reputasi, dan stratejik; dan
Business Continuity Plan.

© NV E WD e

V1.5 Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi, dan Stratejik

Langkah-langkah pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi, dan stratejik dilakukan Perseroan
dengan langkah sebagai berikut:
a. Setiap kontrak, perikatan dan perjanjian kerjasama harus direview dan mendapat

persetujuan terlebih dahulu oleh Manajemen.
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b. Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan perusahaan harus dianalisis terlebih
dahulu mengenai aspek legal, reputasi dan stratejik oleh unit kerja yang bersangkutan dan
memastikan kesesuaian antara jenis produk dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pelanggaran atau potensi pelanggaran atas etika bisnis, dan kemungkinan kerugian
yang akan dihadapi perusahaan selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang.

c. Unit kerja terkait wajib meneliti penyebab adanya perbedaan antara pencapaian kinerja
dengan rencana kerja Perseroan serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memperbaiki atau mengatasi perbedaan pencapaian tersebut.

V1.6 Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam menjalankan pengendalian risiko kepatuhan, Perseroan harus memperhatikan hal-hal
berikut:
a. Dalam rangka meningkatkan tingkat keyakinan kepatuhan oleh tiap unit kerja, Perseroan

harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mewajibkan setiap unit kerja untuk
melakukan review atas risiko kepatuhan dari aktivitas yang dilakukan dan produk yang
dipasarkan.

b. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan nasabah.

c. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan
produk perusahaan telah mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

V1.7 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan proses pemantauan dan pengawasan risiko yang dilakukan oleh
Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal
pelaksanaan identifikasi risiko, pengukuran risiko, ketaatan terhadap penerapan limit risiko serta
langkah-langkah pengendalian risiko yang dilakukan oleh unit kerja terkait.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemantauan risiko Perseroan yang

mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko
reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan telah
memadai agar dapat meminimalkan potensi kerugian perusahaan.

2. Unit kerja terkait bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan risiko dan meyakinkan
tingkat kepatuhan atas pelaksanaan manajemen risiko secara keseluruhan.

3. Dewan Komisaris secara periodik melakukan pemantauan untuk memastikan efektivitas
pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan risiko dan laporan audit.

4. Unit Manajemen Risiko secara berkesinambungan melakukan pemantauan atas kecukupan
kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalkan tingkat kerugian dari riko
secara keseluruhan.

VII. BATASAN RISIKO

VIl.1 Pendahuluan
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Filosofi manajemen risiko Perseroan adalah memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan
tata kelola Perseroan dilaksanakan secara baik, terukur dan berimbang dan selalu berupaya
meningkatkan kemampuan daya saing perusahaan demi kepentingan seluruh stakeholder dan
nasabah.

Berdasarkan pengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha, Prinsip kehati-hatian menjadi dasar
bagi Perseroan dalam bertindak maupun mengambil keputusan yang mengandung risiko. Prinsip

kehati-hatian menjadi level Risk Appetite yang selalu dianut oleh Perseroan.

Level Risk Tolerance ditentukan oleh Direksi dalam bentuk Limit dan selalu dipantau secara terus
menerus oleh seluruh lini pengawasan (Level of Defence) yang ada didalam Perseroan. Apabila
terdapat parameter toleransi risiko yang melewati batasan/limit yang telah ditetapkan, maka
Direksi harus mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan dengan
kondisi terkini yang tidak melampaui Risk Appetite Perseroan.

VIl.2 Batas Risiko Kredit

VII.2.1 Batas transaksi akun Regular

Batas transaksi yang diterapkan Perseroan terhadap transaksi beli nasabah regular adalah sebesar
2 (dua) kali dari nilai equity nasabah yang sebelumnya telah dilakukan penilaian berdasarkan
kebijakan perusahaan (haircut), dimana perhitungan limit secara otomatis dilakukan oleh sistem
perdagangan perusahaan sesuai dengan jenis saham yang akan ditransaksikan oleh nasabah. Limit
yang diberikan kepada nasabah regular ini wajib diselesaikan oleh nasabah pada saat jatuh tempo
(T+2), apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka akan dikenakan suspend
buy pada T+3. Namun bila nasabah tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka pada T+4 akan
dilakukan penjualan paksa/forced sell atas kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo.

VII.2.2 Batas transaksi akun Marjin

Batas transaksi yang diberikan kepada nasabah marjin merupakan bagian dari kebijakan internal
pembiayaan marjin yang telah ditetapkan Perseroan. Selanjutnya berdasarkan persetujuan dan
analisis level risiko terhadap calon nasabah marjin pemberian limit pembiayaan kepada nasabah
marjin dituangkan dalam Perjanjian Marjin yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi
dan nasabah.

Persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan marjin adalah:

1. Fasilitas pembiayaan marjin diberikan kepada nasabah yang telah memiliki rekening regular
dan telah mengajukan pengajuan pembukaan rekening marjin serta menandatangani perjanjian
marjin.

2. Telah memenuhi persyaratan rekening marjin dengan nilai deposito awal minimal senilai
Rp.200.000.000,- baik dalam bentuk dana atau saham marjin yang ditetapkan oleh Perusahaan
dan yang telah dinilai dengan haircut.

3. Transaksi hanya dapat dilakukan atas saham yang masuk dalam Daftar Saham Marjin .

4. Batasan pembiayaan diukur menggunakan limit rasio dan limit transaksi (trading limit) yang
mana yang lebih kecil (which ever is lower).
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5. Maksimum pembiayaan yang diberikan kepada nasabah marjin adalah sebesar maintenance
ratio.

6. Perusahaan akan melakukan margin call apabila rasio nasabah telah melewati batas rasio yang
dipersyaratkan.

7. Apabila nasabah telah melewati batas rasio forced sell, maka diberikan waktu untuk
mengurangi batasan rasionya atau jika tidak dilakukan maka akan dilakukan jual paksa/forced
sell.

VII.2.3 Batas transaksi akun Reverse Repo
Persyaratan pemberian fasilitas transaksi reverse repo adalah sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas transaksi reverse repo hanya dapat diberikan setelah nasabah memiliki
rekening reguler di dalam Perseroan.

2. Perseroan berhak menentukan besaran maksimum nilai pembelian saham yang diberikan
berdasarkan level risiko dan kemampuan nasabah serta efek yang dibeli.

3. Fasilitas transaksi reverse repo diberikan setelah nasabah menandatangani perjanjian reverse
repo.

4. Nasabah wajib menyerahkan saham yang dibeli dan jaminan yang jenisnya telah disetujui oleh
Perseroan.

5. Perseroan berhak meminta tambahan saham jaminan kepada nasabah apabila rasio jaminan
nasabah turun hingga mencapai call ratio.

6. Perseroan akan melakukan penjualan paksa/forced sell apabila rasio jaminan nasabah turun
hingga mencapai forced sell ratio.

VIIL.2.4 Risiko Pasar

Risiko pasar ditetapkan oleh Risk Management Committee untuk berbagai tingkatan yaitu pada
level firm wide, portofolio, instrument investasi maupun jaminan dalam portofolio nasabah sesuai
akibat dari pergerakan mata uang, suku bunga serta faktor dari issuer suatu efek.

VIL.2.5 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ditinjau secara berkala dengan frekuensi yang lebih cepat apabila terdapat
perubahan kondisi pasar dan operasional Perseroan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
kondisi likuiditas perusahaan.

VII.2.6 Risiko Operasional

Risiko operasional ditentukan secara kuantitatif dan kualitatif yang merujuk pada pengalaman
masa lalu dan dikombinasikan dengan penilaian berdasarkan hasil risk assessment.

VIL.2.7 Risiko Hukum, Reputasi, dan Stratejik

Penetapan limit risiko ini disesuaikan dengan perkembangan kondisi eksternal dan perubahan
ketentuan baik internal maupun eksternal.
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VII.2.8 Risiko Kepatuhan

Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang
berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

VIL.3 Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan Transaksi

Perusahaan melakukan pemantauan transaksi sebagai berikut:

1. Unit Manajemen Risiko memantau kepatuhan limit risiko yang ada secara harian. Apabila
terjadi pelampauan terhadap limit, maka unit Manajemen Risiko akan memberitahukan unit
terkait untuk melakukan tindak lanjut dengan terkait bertanggung jawab untuk melakukan
tindak lanjut yakni upaya perbaikan.

2. Setiap pelampauan limit serta tindak lanjutnya wajib dilaporkan secara harian kepada Divisi
Manajemen Risiko dan kepada Direksi yang membawahi unit terkait.

Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan mendapat otorisasi dari

Direksi atau pejabat berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur internal Perseroan.

VIII. BUDAYA PERUSAHAAN

Dengan penerapan kerangka Kebijakan Manajemen Risiko secara menyeluruh dan kegiatan
sosialisasi yang efektif kepada seluruh unit kerja, diharapkan dengan penerapan KMR secara efektif
akan menimbulkan kesadaran bagi tiap unit kerja akan adanya potensi risiko dan juga memberikan
pemahaman bagaimana cara memitigasi setiap risiko yang ada dan hal ini tentunya akan
mendukung Perseroan dalam mencapai target bisnis yang telah ditentukan.



